WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali kota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah Tahun Anggaran 2023;

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik  Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun



2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali kota adalah Wali kota Sawahlunto

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp606.400.706.382,00 (enam ratus enam miliar empat ratus juta tujuh
ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber
dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a direncanakan sebesar Rp70.089.910.046,00 (tujuh puluh
miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu empat
puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan,;
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus
tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh ratus
sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta
rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.395.673.046,00
(empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus
tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp7.738.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus
tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

pajak hotel,

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan jalan;

pajak parkir;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
1. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta
rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima
ratus ribu rupiah).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus
sembilan puluh delapan juta rupiah).
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(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)

(10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) direncanakan sebesar Rp4.790.737.000,00 (empat miliar tujuh
ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum,;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl1.398.362.000,00 (satu miliar tiga ratus
sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp3.286.975.000,00 (tiga miliar dua ratus
delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp105.400.000,00 (seratus lima juta empat
ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar
Rp15.165.000.000,00 (lima belas miliar seratus enam puluh lima juta
rupiah) yakni Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah.

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Dacrah yang sah scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar
Rp42.395.673.046,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan
puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:

hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;
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i. pendapatan BLUD; dan
J. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

(2) Pendapatan hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.097.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus
ribu rupiah)

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

(4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

(5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp6.261.000.000,00 (enam miliar dua ratus
enam puluh satu juta rupiah)

(6) Penerima atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

(7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
RpS50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas barang/jasa
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta)

(9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)

(10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp33.035.173.046 (tiga puluh tiga miliar tiga
puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam
rupiah)

(11) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.000.000,00
(empat puluh tujuh juta)

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp536.310.796.336,00 (lima ratus tiga
puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh
enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimak_sud pada
ayat (1) huruf a direncanakan scbesar RpS1 1.145.788.000,00 (lima ratus

sebelas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah). _

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada aya@ (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp25.165.008.336,00 (dua puluh lima
miliar seratus enam puluh lima juta delapan ribu tiga ratus tiga puluh
enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp685.569.241.298,00 (enam ratus delapan puluh lima miliar lima ratus
enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus



sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

belanja operasional;
belanja modal,

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a direncanakan sebesar Rp520.232.102.286,00 (lima ratus dua
puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus
delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.277.189.695.573,00 (dua ratus tujuh puluh
tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan
puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua ratus enam belas
miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu
lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar
seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh
empat rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar seratus dua juta
rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.189.695.573,00 (dua ratus

tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh sembilan juta enam

ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah),

yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
aparatur sipil negara;

d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;

e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;

f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala
daerah/wakil kepala daerah; dan



(2)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.480.289.275,00 (seratus
enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp70.804.777.232,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus empat juta
tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp31.733.593.411,00 (tiga puluh satu miliar
tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu
empat ratus sebelas rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp8.083.989.050,00 (delapan miliar
delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu
lima puluh rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp555.082.605,00 (lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh dua
ribu enam ratus lima rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepzala
Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh
juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.515.297.589,00 (dua

ratus enam belas miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan

puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang

terdiri atas:

a. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp50.943.402.856,00 (lima puluh miliar

sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua

ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp79.226.843.517,00 (tujuh puluh sembilan

miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga

ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rpl16.803.790.920,00 (enam belas miliar

delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus

dua puluh rupiah).

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

direncanakan sebesar Rp32.512.567.250,00 (tiga puluh dua miliar lima



ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima
puluh rupiah).

(6) Belanja wuang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp4.014.514.000,00 (empat miliar empat
belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa Belanja Layanan Umum Daerah (BLUD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp33.014.089.046,00 (tiga puluh tiga miliar empat belas juta delapan
puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus
lima puluh juta rupiah) terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada
pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
direncanakan sebesar Rp22.175.109.124,00 (dua puluh dua miliar
seratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu seratus dua puluh
empat rupiah) , yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakaten
yang berbadan hukum indoncsia;

b. Belanja hibah dana bantuan operasional sckolah; dan

c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Anggaran Dbelanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl12.648.945.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh
delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp8.941.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu
juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp584.664.124,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus
enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (6) huruf e direncanakan sebesar Rp3.102.000.000,00 (tiga miliar
seratus dua juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial uang yang
direncanakan kepada individu.

Pasal 17
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

direncanakan sebesar Rp109.785.578.547,00 (seratus sembilan miliar
tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan



ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;

b. belanja modal gedung dan bangunan;

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

d. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.717.285.862,00 (tiga
miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu
delapan ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.454.651.238,00 (lima
puluh enam miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus lima
puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp49.341.324.337,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat
puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh
tujuh rupiah).

(5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp272.317.110,00 (dua ratus
tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sepuluh
rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.382.909.465,00 (tiga miliar tiga ratus
delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus enam
puluh lima rupiah)

Pasal 19

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
d direncanakan sebesar Rp52.168.651.000,00 (lima puluh dua miliar
seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu
rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp1.252.924.000,00 (satu miliar dua ratus lima
puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.915.727.000,00 (lima puluh
miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp79.168.534.916,00 ( tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh
delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus cnam belas
rupiah), yang terdiri atas:



a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf a direncanakan sebesar Rp80.835.201.585,00 (delapan puluh
miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus
delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp68.775.634.801,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh
puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus satu
rupiah), dari penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan.

(3) Anggaran  penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp12.059.566.784,00 (dua belas miliar lima puluh sembilan juta lima
ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah),
yaitu penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 22

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rpl.666.666.669,00 (satu
miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan;
b. pemberian pinjaman.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.166.666.669,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta enam
ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

(3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp79.168.534.916,00
(tuyjuh puluh sembilan miliar seratus cnam puluh delapan juta lima
ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp79.168.534.916,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus enam
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus
enam belas rupiah).

Pasal 24
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari
Peraturan Wali kota ini terdiri dari:



a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah;

d. LampiranIV  daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial;

e. LampiranV daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi
dan  pertambangan gas alam/ tambahan
DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1 Lampiran IX  rincian dana tambahan infrastuktur menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan,sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
dan

i Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah kota pada
daerah perbatasan dalam rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan
program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 26
Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal De¢fsember 2022

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DAW’I‘A SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR ...



Lampiran | : Peraturan Walikota Sawahlunto

Nomor : 61 TAHUN 2022

o Tanggal 22 Desember 2022
AWAHLUN
RINGm'SSI: ;'EDI::J::AES: l;:lzmr::; l:;«:::g::msmmunm KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
' APATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Lo Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70.089.910.046
4.1.01 Pajak Daerah 7.738.500.000
4.1.01.06 Pajak Hotel 200.000.000
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 200.000.000
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 200.000.000
4.1.01.07 Pajak Restoran 882.500.000
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 750.000.000
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 750.000.000
41.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 72.500.000
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 72.500.000
4.1.01.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 18.000.000
4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 18.000.000
4.1.01.07.04 Pajak Kantin dan Sejenisnya 22.000.000
4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya 22.000.000
4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 20.000.000
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 20.000.000
4.1.01.08 Pajak Hiburan 216.000.000
4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 500.000
4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 500.000
4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 500.000
4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 500.000
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 15.000.000
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 15.000.000
4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000
4.1,01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200.000.000
4.1.01.09 Pajak Reklame 39.500.000
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 36.500.000
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 36.500.000
4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 3.000.000
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 3.000.000
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 3.898.000.000
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.898.000.000
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain JBSEH00000
41.01.11 Pajak Parkir e
4.1.01.11.01 Pajak Parkir =r =
4.1,01.11.01.0001 Pajak Parkir ol
41.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan L
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 100/000.000
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | il
410115 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) ] 1.600.000.000
1.600.000.000
4.1.01.15.01 PBBP2 B
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Tanggal
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22 Desember 2022

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG D

KOTA SAWAHLUNTO

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

IKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

e Uraian Jumlah
4.1.01.15.01.0001 PBBPZ 1.600.000.000
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTRB) 800.000.000
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 800.000.000
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 800.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 4.790.737.000
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.398.362.000
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 0
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 138.500.000
4.1.02,01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 138.500.000
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 186.200.000
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 186.200.000
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 875.462.000
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 875.462.000
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 150.000.000
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 150.000.000
4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 48.200.000
4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 48.200.000
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.286.975.000
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.290.000.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 379.600.000
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 355.500.000
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 10.000.000
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 539.900.000
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 5.000.000
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 23.000.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 23.000.000
4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 150.000.000
4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 150.000.000
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 65.100.000
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 65.100.000
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.758.875.000
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.758.875.000
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 105.400.000
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 400.000
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 400.000
4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 105.000.000

105.000.000

4.1.02.03.07.0001

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

4.1.03

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

15.165.000.000

4.1.03.02

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD

15.100.000.000

4.1.03.02.01

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

15.100.000.000
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RINGKASAN PENJABARAN APED vﬁfﬁuﬂ%"wm T
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PEN;;‘;:iLrE::L':\%: E;‘:::C;;;'E:;f- -
TAHUN ANGGARAN 20é3 ' =
Kode Uraian e

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

Bagian ibaqi ; 6 5
41.03.03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 65.000.000
4.1.03.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 65.000.000
4.1.03.03.01.0001 IEagian Laba yang Dibagikan kepada Pgr_nerintah Daerah (Dividen) atas 65.000.000

enyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 42.395.673.046
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.097.500.000
4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 1.000.000.000
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 97.500.000
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 97.500.000
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 90.000.000
4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 90.000.000
4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 90.000.000
4.1.04.05 Jasa Giro 650.000.000
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 450.000.000
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 450.000.000
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000.000
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 200.000.000
4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4.000.000
4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4.000.000
4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4.000.000
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 6.261.000.000
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6.261.000.000
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6.261.000.000
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 600.000.000
4,1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 600.000.000
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 600.000.000
4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekarjaan 50.000.000
4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000
4.1.04.11.01.0001 Penclapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30.000.000
4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 510.000.000
4,1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 510.000.000
4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 510.000.000
4.1.0415 Pendapatan dari Pengembalian 51.000.000
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 46.000.000
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 46.000.000
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 5.000.000

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 5.000.000
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KOTA SAWAHLUNTO

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK

Kode Uraian Jumlah
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 33.035.173.046
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 33.035.173.046
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 33.035.173.046
4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 47.000.000
4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 47.000.000
4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 47.000.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 536.310.796.336
4201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 511.145.788.000
4.2.01.01 Dana Perimbangan 490.644.327.000
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 27.204.767.000
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.538.227.000
4.201.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 3.776.263.000
4.2,01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 205.942.000

4.2.01.01.01.0009

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-

20.359.187.000

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD

Royalty
4201.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan 92.014.000
(PSDH)
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.233.134.000
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 356.278.450.000
4.2.01.01.02.0001 DAU 356.278.450.000
42.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 54.035.717.000
4.2.01.01.03.0001 657.575.000

4.2.01.01.03.0002

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-5D

1.205.409.000

4.201.01.03.0003

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

2.104.337.000

4.2.01.01.03.0030

DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan
Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM

21.084.433.000

4.2.01.01.03.0033

DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan

3.074.238.000

4.2.01.01.03.0035

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

10.032.054.000

4.2.01.01.03.0045

DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan
Hidup

4,277.063.000

4.2.01.01.03.0052

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem
Kesehatan

11.600.608.000

4.2.01.01.04

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

5£3.125.393.000

4.2.01.01.04.0001

DAK Non Fisik-BOS Reguler

8.191.500.000

4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 750.000.000
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 24.221.675.000
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 372.000.000
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.205.400.000
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 194.700.000
4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 2.300.000.000
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 6.681.691.000

346.766.000

4201.01.04.0012

DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan

4.2.01.01.04.0015

DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

1.823.731.000
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4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 457.770.000
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.378.685.000
4.2.01.01.04.0020 DAK Mon Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 405.900.000
4.2.01.01.04.0022 DAK MonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 598.000.000
4.2.01.01.04.0023 DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 196.575.000
4.2.01.01.04.0024 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 4.000.000.000

4.2.01.05 Dana Desa 20.501.461.000
4.2.01.05.01 Dana Desa 20.501.461.000
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 20.501.461.000
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 25.165.008.336
420201 Pendapatan Bagi Hasil 25.165.008.336
42.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 25.165.008.336

4.2.02.01.01.0001

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

25.165.008.336

Jumlah Pendapatan

606.400.706.382

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 520.232.102.286
5.1.01 Belanja Pegawai 277.189.695.573
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 165.480.289.275
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 117.463.738.696

5.1.01.01.01.0001

Belanja Gaji Pokok PNS

99.580.227.636

5.1.01.01.01.0002

Belanja Gaji Pokok PPPK

17.883.511.060

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 12.527.503.829
5.1.01.01.02.0001 Belarja Tunjangan Keluarga PNS 11.922.556.451
5.1.01.01.02.0002 Belarja Tunjangan Keluarga PPPK 604.947.378
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.065.144.219
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.060.144.217
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 5.000.002
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.249.903.343
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.721.928.343
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 527.975.000
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.744.231.944
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.736.07294(:
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK - 93214222(;0
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 6:5 —
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS e
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK —
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN e
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9?4:163-252
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK _—
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN T
5.1.01.01.08.0001 Belzinja Pembulatan Gaji PNS .
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5.1.01.01.08.0002

Belanja Pembulatan Gaji PPPK

592652

5.1.01.01.09

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

8.590.268.779

5.1.01.01.09.0001

Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS

8.356.108.785

5.1.01.01.09.0002

Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK

234,159.994
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 360.441.935
5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 349.598.533
5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 10.843.402
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 864.532.914
5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 834.803.910
5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 29.729.004
5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 624.413.637
5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 619.413.637
5.1.01.01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.000.000
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 70.804.777.232
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 54.004.608.998
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 53.230.303.998
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 774.305.000

5.1.01.02.03

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

13.343.488.234

5.1.01.02.03.0001

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS

13.314.328.234

5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 29.160.000
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 3.256.680.000
5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 3.256.680.000
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 200.000.000
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 200.000.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.733.593.411
5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 192.912.000
5.1.01.03.01.0001 Belarja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 18.250
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 5.861.000
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 21.379.900
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 774.200
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 1.333.650
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 116.390.000
5.1.01.03.01.0014 :::,?: Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 575.000
5.1.01.03.01.0015 g:'ida::':al:s;::‘il:?kg;ti: atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 21,080,000
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah 25 500,000

dan Bangunan
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.459.705
5.1.01.03.02.0001 izlzr;f:t;n:entif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 3704 540

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 14.491.450

5.1,01.03.02.0002

Persampahan/Kebersinan
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Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pel
5.1.01.03.02.0004 g ayanan
A Parkir di Tepi Jalan Umum 4.981.240
5.1.01.03.02.0005 ::r:ja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 7 277 568
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian
5.1.01.03.02. 4
01.03.02.0006 Kendaraan Bermotor R0
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan
5.1.01.03.02.00 1.918.54
s dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah A0
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian 52.236.355
Kekayaan Daerah
5.1.01.03.02.0018 Belanja Inseptlf bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 920.100
Khusus Parkir
5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah 2.071.500
Potong Hewan
5.1.01.03.02.0022 Belanja Fnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 60.885.820
Rekreasi dan Olahraga
5.1.01.03.02.0025 Belan{avlnsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin 135.000
Mendirikan Bangunan
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin
5.1.01.03.02.0027 Tea ya gh A 9 16.092
rayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- .
5.1.01.03.02.0031 elanja n 9 9 3.916.500

Persetujuan Bangunan Gedung

5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 24.221.675.000
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 24.221.675.000
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 372.000.000
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 372.000.000
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 679.760.000
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 679.760.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.447.464.706
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.341.180.706
5.1.01.03.07.0002 Belarja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 106.284.000
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 662.322.000
5.1.01.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 147.150.000
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 515.172.000
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 8.083.989.050
5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 451.290.000
5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD ?6,400.000
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD -:6-400000
5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD (:2;’23222
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD P
5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD P
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD m——"
5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Py

5.1.01.0-4.05.00011

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
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5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 77.000.000
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 77.000.000
5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 12.149.550
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 12.149.550
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.512.000.000
5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 376.000.000
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 376.000.000
5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 7.400.000
5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1.400.000
5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.300.100.000
5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 260.000.000
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.400.000
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 3.500.000
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2.035.200.000

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.550.000.000
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 2.550.000.000
5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 9.450.000
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 9.450.000
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 555.082 605
5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000
5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4.116.000
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 4.116.000
5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.069.400
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.069.400
5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.926.156
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.926.156
5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000
5.1.01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 27.419.996
5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 27.419.996
5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 864.000
5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 864.000
5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 1.080.000
5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 1.080.000
5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 53.308.250
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 1.241.000
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 6.1 10-102
1.138.80

5.1.01.05.10.0008

Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
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5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 288350
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 27.010.000
51.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan 230.000
Logam dan Batuan '
51.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan 10.950.000
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 5,840,000
Tanah dan Bangunan
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
5.1.01.05.11 KDH/WKDH 34.413.803
5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 2 918.756
Pelayanan Kesehatan
£ 1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDi-_i atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 1 011.050
Pelayanan Persampahan/Kebersihan
51.01.05.11.0004 Belanja Insent|f~ bagl KQHMKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 1 322.760
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
51.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 4.305.832
Pelayanan Pasar
5 1.01.05.11.0006 Belanj-i Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 1.095.000
Pengujian Kendaraan Eermotor
51.01.05.11.0009 Belanja_lnsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- 351,860
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
j i i P tan Retribusi Jasa Usaha-
5.1.01.05.11.0014 Belanja !nsentlf bagi KDH/WKDH atas Pemungu 9.648.045
Pemakaian Kekayaan Daerah
j if bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
5.1.01.05.11.0018 Belanjaifantf bags KDH/WAES 808 9 167.900
Tempat Khusus Parkir
jal i i KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
5 1.01.05.11.0020 Belar'wja nsentif bagi W g 474,500
Rumah Potong Hewan
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- 12 750.180
5.1.01.05.11.0022 Tempat Rekreasi dan Olahraga
Belania Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan
5.1.01.05.11.0025 Mty e AR, 365.000
Tertentu-lzin Mendirikan Bangunan
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan 2920
51.91,85,11.0027 Tertentu-lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5.1.01.05.12 Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH 270.000.000
5.1.01.05.12.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH 270.000.000
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 510.880.000
5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000
- YR .880.000
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.0
. 00.000.000
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000
. .000.000
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000
i 1.084.000
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2
' 21.084.000
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD
: ; 21.084.000
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD
216.515.297.589
5.1.02 Belzanja Barang dan Jasa
; 50.643.492.856
5.1.02.01 Belanja Barang y
- : . 7184334
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.718433.434
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5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 358.709.773
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 11€.896.460
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.81€.508.431
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku £.284.750
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 110.872.700
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1€.005.000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 27.797.000
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit lkan 4.900.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.251.594.680
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.704.000
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 135.064.800
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 18.060.000
5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 1.500.000
5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 57.301.000
5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 46.512.500

5.1.02.01.01.0024

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

5.659.542.544

5.1.02.01.01.0025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

879.381.219

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 588.150.111
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 122.475.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.488.641.883
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 842.791.818
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.108.247.591
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.820.000
5 1.02.01.01.0034 gclala:r:i:g;:latﬂsahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung 131.320.000
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 497.080.000
51.02.01.01.0036 E:iI::?aAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 874.028.040
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 635.495.592
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 103.047.629

15.527.433.950

5.1.02.01.01.0039

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

5.1.02.01.01.0040

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

1.457.551.200

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.078.969.710
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 571.126.000
5.1.02.01.01.0049 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya 11.500.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.837.797.653
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.493.364.000
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 351.682.400
5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 0
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.870.378.000
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 133.700.000

135,000.000

5.1.02.01.01.0060

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
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5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.000.000
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 200.850.000
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 170.000.000
5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 7.385.000
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 22.150.000
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 570.225.000
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 85.000.000
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 177.068.000
5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 81.510.000
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 198.059.422
5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 193.280.872
5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 4.778.550
5.1.02.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 27.000.000
5.1.02.01.03.0001 Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas 27.000.000
5.1.02.02 Belan)a Jasa 79.226.843.517
5.1.02.02.01 Belana Jasa Kantor 58.695.623.141
5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 239.600.000
5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 81.600.000

5.1.02.02.01.0003

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia

3.547.327.600

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 176.490.000
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 77.800.000
5.1.02.02.01.0006 Honararium Penyuluhan atau Pendampingan 1.195.320.000
5.1.02.02.01.0007 Honcrarium Rohaniwan 3.600.000
5.1.02.02.01.0009 Honcrarium Penyelenggara Ujian 9.600.000
5.1.02.02.01.0012 Honcrarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 720.000.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 5.288.948.487
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.557.400.700
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratarium 100.445.000

443.625.000

5.1.02.02.01.0016

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

5.1.02.02.01.0017

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

1.510.451.397

5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 510.000.000
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 89.200.000
5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 583.875.000
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 278.785.000
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 524.100.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.334.006.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 19.500.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.837.150.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 593.250.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.717.110.000
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5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.194.015.000
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 54.300.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 279.450.000
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 348.050.000
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.076.000
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 297.825.000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 41.973.852
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 324,020.000
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 147.280.000
5.1.02.02.01.0049 gzlr.';r:; #:;Z}g’:ncuclan Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat 31.376.960
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 354.602.500
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 50.400.000
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 34.500.000
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 47.150.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 89.000.000
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 474.700.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 873.857.725
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.136.221.630
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 723.265.850
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.444.633.800
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 38.269.000
5.1.02.02.01.0066 Belarja Registrasi/Keanggotaan 511.700.000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 423.979.640
5.1.02.02.01.0070 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan 40.000.000
5.1.02.02.01.0071 Belarja Lembur 170.292.000
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 119.500.000
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 9.470.830.212
5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 262.004.112
5.1.02.02.02.0003 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 8.098.652.800
5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 798.655.200
5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 140.143.400
5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 171.374.700
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 199.816.000
5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 199.816.000
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.751.892.000
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 175.000.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 376.650.000
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 16.000.000
5.1.02.02.04.0042 Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel 78.000.000
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.000

3.000.000

5.1.02.02.04.0121

Belanja Sewa Alat Pendingin
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5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 595.087.000
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 281.000.000
5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 148.125.000
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 79.000.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 590.500.000
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 12.000.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 498.350.000
5.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.500.000
5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 2.400.000
5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 17.000.000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 55.250.000
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 59.987.400
5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 59.987.400
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.821.014.158
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain 50.000.000

5.1.02.02.08.0002

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural

1.234.011.055

5.1.02.02.08.0004

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior

70.000.000

5.1.02.02.08.0005

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

300.000.000

5.1.02.02.08.0008

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Decain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Air

432.920.000

5.1.02.02.08.0009

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

1.071.534.500

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan

&5. 1.02.02.09.0020 /

Perencanaan Kepariwisataan

5.1.02.02.08.0014 200.000.000
Perancangan Perkotaan

5.1.02.02.08.0015 Be.lanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan 200.000.000
Wilayah
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan ‘

250.000.000

SHEENEIRIONE Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape

5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 204.430.000

5.1.02.02.08.0019 Belanja Ja'sa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan 586.491.103
Konstruksi Bangunan Gedung
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan 30.227.500

LAZ02 080080 Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan

5.1.02.02.08.0021 ..~ y 9 21.400.000
Konstruksi Teknik Sipil Air

5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan 170.000.000
Bangunan

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 695.000.000

5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 150.000.000

5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 40.000.000

ja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan

5.1.02.02.09.0012 i _ 4 75.000.000
Bantuan Teknik

5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 180.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi 950.000.000

|
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5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 40.000.000
5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 52 40.000.000
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidik
5.1.02.02.12 : ganTexnis serta Perich ot clan 2.797.288.000
Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.845.788.000
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 951.500.000
5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 86.472.124
5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 1.488.000
5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 9.780.000
5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.113.600
5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 364.800
5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 33.600.000
51.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan 96,000
Logam dan Batuan
5102.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan 34.560.724
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas 3.460.000
Tanah dan Bangunan
51020214 [B;I:g: Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi 18.420.482
5.1.02.02.14.0001 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1069.026
Umum-Pelayanan Kesehatan
" . . ; " busi J
§1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN fatas Pemungutan Retribusi Jasa 248,400
Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.1.02.02.14.0004 Belanja Insentif bagi Pega\‘val Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 262.080
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.02.02.14.0005 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1.868.976
Umum-Pelayanan Pasar
j i i i Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa
51.02.02.14.0006 Belanja Insentl.i.’ bagi Pegawai Non ASN atas Pemung £0.000
Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 91 680
S(H2.02 HAH00S Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 8.841.360
SA0202. 540014 Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5.1.02.02.14.0018 Belanja Insentif bagi Pegawlai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 5.520
T Usaha-Tempat Khusus Parkir
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1.030.080
5B E0 Usaha-Rumah Potong Hewan
j tif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa :
5.1.02.02.14.0022 Baiaryunacnit bagi =eg 4.690.400
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
Belznja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 960
5.1.02,02.14.0027 Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan 252 000
5.1.02.02.14.0031 Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
: 16.803.790.920
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.80
: 361.472.
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4361472895
33.000.000

5.1.02.03.02.0002

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader
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5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 202.739.500
5.1.02.03.02.0009 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader 98.500.000
5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya €.000.000
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 62.188.000

5.1.02.03.02.0035

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

3.191.010.650

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-

5.1.02.03.02.0062
Perkakas Bengkel Servis 4.500.000
5.1.02.03.02.0068 Belanja Pemehhgraanl Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat 26.000.000
Bengkel Bermesin Lainnya
51.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah 6.800.000
dan Tanaman
51.02.03.02.0113 i:l:lzua Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin 1.000.000
51.02.03.02.0117 Belanja Pe‘:mehharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat 51.950.000
Kantor Lainnya
5102.03.02.0118 S:‘I;r:la Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 45.010.000
51.02.03.02.0121 Belanja Pe_me_luharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 192.900.000
Alat Pendingin
5 1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- 13.400.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5 102.03.02.0132 Belanja Pemeli.haraanl Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- 17.500.000
Peralatan Studio Audio
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- 0
atua S Peralatan Studio Video dan Film
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- 0
21.02.03,020134 Peralatan Studio Gambar
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat 12.000.000
5.1.02.03.02.0140 Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat 20 674.745
Kedokteran Umum
ia Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat
5.1.02.03.02.0248 Selaria Pamel 19.050.000
Laboratorium Umum
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan 13.000.000
e Hidup-Laboratorium Lingkungan
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 159.750.000
5 1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal 152.500.000
Computer
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.796.422.383

5.1.02.03.03.0012

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

j ih B Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

5.1.02.03.03.0001 Belanja Perneliharaan Bangunan g-sang 2.368.982.300

Bangunan Gedung Kantor
51.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 45.000.000

Bangunan Gudang

lania Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 666.885.000

5.1,02.03.03.0006 Belanja Pemeltha 9 3

Bangunan Kesehatan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 225.000.000
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Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

5.1.02.03.03.0017 g Tempen.hel)
Bangunan Gedung Museum 460.000.000

5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bang\'ma‘n Ge.dung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- £210.700
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemelff:laraan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 950.000.000
Bangunan Fasilitas Umum

51.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- 5.000.000
Taman

51.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- 45.344 383
Rumah Negara Golongan Il

5 1.02.03.03.0053 Bela.nja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan 28 000.000
Peninggalan

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.645.895.642

5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota 2.452.243.150

5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 355.000.000

5.1.02.03.04.0014 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan 322 611.900
Kota

5 1.02.03.04.0015 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan 500.000.000
Desa

5 1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan 187.148.020
Pembawa Irigasi

5 1.02.03.04.0031 Bgianj:a P‘emeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air 312.800
Irigasi Lainnya
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan

5.1.02.03.04.0054 Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 243.579.772
Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

lanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa ;

5.1.02.03.04.0069 SeR B ¥ 400.000.000
Air Kotor

5.1.02.03.04.0113 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya 185.000.000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.512.567.250

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.306.467.250

23.219.014.750

5.1.02.04.01.0003

Belarja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3.726.313.500

5.1.02.04.01.0004

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

3.120.300.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.240.839.000
i 0.000
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 206.10
i 206.100.000
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa,AiLuar Negeri )
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 40714.514.000
210805 Lain/Masyarakat =
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.945914.
020 1.226.714.000
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan s
i 398.500.
5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi e
2.312.000.
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa e
5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 68-600-000
ibaH i i i i kat i
j ang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyara
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang o

5.1.02.05.02.0001

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
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5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 33.014.089.046
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 33.014.089.046

5.1.02.99.99.9999

Belanja Barang dan Jasa BLUD

33.014.089.046

5.1.03

Belanja Bunga

1.250.000.000

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

1.250.000.000

5.1.03.01.02

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

1.250.000.000

5.1.03.01.02.0001

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

1.250.000.000

dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

5.1.05 Belanja Hibah 22.175.109.124

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badgn. Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 12.648.945.000
Berbadan Hukum Indonesia

5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela 9.418.575.000

5.1.05.05.01.0001

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

9.418.575.000

Undangan
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
! 3.030.000.000

B Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial 3.030.000.000
e ORDE R0 yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar B RO
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 150.000.000

T Kemasyarakatan

5.1.05.05.03.0001 Betalmja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat 150.000.000

Sosial Kemasyarakatan
5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum £0.370.000

ST Indonesia

Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan <0.370.000
2,1.030506.0001 Hukum Indonesia
5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 8.941.500.000
5.1.05.06.01 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 7.774.100.000
5.1.05.06.01.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri 7.774.100.000
5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 1.167.400.000
5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 1.167.400.000
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 584.664.124
5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 584.664.124
5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 534.664.124
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.102.000.000
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 3.102.000.000
5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 3.102.000.000

5.1.06.01.01.0001

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

3.102.000.000

5.2

BELANJA MODAL

109.785.578.547

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.717.285.862
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 26.000.000
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 26.000.000
5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya J 26.000.000)
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5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 971.098.000
5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 964.148.000
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 964.148.000
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 6.950.000
5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang €.950.000
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 37.349.800
5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 6.621.000
5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 4,202.000
5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 2.419.000
5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 30.728.800
5.2.02.03.02.0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 4.408.800
5.2.02.03.02.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 26.320.000
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 14.000.000
5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 14.000.000
5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 14.000.000
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.220.823.738
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 134.104.278
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.606.718
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 103.497.560
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.071.869.460
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 611.827.179
5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 14.659.500
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 127.031.031
5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 38.490.500
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 279.861.250
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 14.850.000
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 14.850.000
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 144.550.090
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 92.259.500
5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 16.247.000
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 55.629.500
5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 20.383.000
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 16.290.590
5.2.02.06.02.0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF 928.090
5.2.02.06.02.0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi 15.362.500
5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 36.000.000
5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 36.000.000
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 568.480.341
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 568.480.341
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 175.754.719
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 86.822.080

8.295.566

5.2.02.07.01.0006 |

Belanja Modal Alat Kedokteran THT
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5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 5.064.000
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 289.243.976
5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 3.300.000
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 86.133.430
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 88.133.430
5.2.02.08.07.0001 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 88.133.430
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 555.750.463
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 265.160.358
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 265.160.358
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 290.590.105
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 3.850.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 148.390.705
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 97.279.400
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 41.070.000
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 40.250.000
5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 40,250.000
5.2.02.15.03.0003 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air 40.250.000
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 50.850.000
5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 50.850.000
5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 50.850.000
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.454.651.238
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 56.204.661.190
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 56.204.661.190
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 12.932.000.000
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 8.512.430.000
5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 3.000.000.000
5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000.000

3.805.706.840

5.2.03.01.01.0010

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5.2.03.01.01.0011

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga

1.850.000.000

5.2.03.01.01.0028

Belanja Modal Bangunan Industri

20.030.211.350

5.2.03.01.01.0032

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum

5.074.313.000

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 249.990.048
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 249.990.048
5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 249.990.048
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.341.324.337
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 40.653.802.610
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 35.678.804.278
5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 29.701.198.500
5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 5.517.605.778
5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 460.000.000
5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 4.974.998332
5.2.04.01.02.0004 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota 4.974.998.332
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5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.178.671.727
5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.050.000.000
5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 650.000.000
5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 400.000.000

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

SE0RUE 4 Bencana Alam 2460.000.000
5.3 04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 1.300.000.000
Bencana Alam
5 2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 1160.000.000
Bencana Alam Lainnya
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 180.000.000
5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 180.000.000
5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.488.671.727
5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 1.488.671.727
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 3.508.850.000
5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 3.508.850.000
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 3.508.850.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 272.317.110
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 215.600.000
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 215.600.000
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 15.700.000
5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 69.900.000
5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 130.000.000
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 56.717.110
5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 56.717.110
5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 56.717.110
5.2.05.02.01.0004 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya 0
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.382.909.465
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.382.909.465
53.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.382.909.465
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 3.382.909.465
5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 3.382.909.465
5.4 BELANJA TRANSFER 52.168.651.000
54.01 Belanja Bagi Hasil 1.252.924.000
54.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan 271.850.000
’ Desa

54.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 773.850.000
5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 773.850.000
5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 479.074.000
5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 479.074.000
5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 479.074.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 50.915.727.000

50,915.727.000

5.4.02.05

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada
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5.4.02.05.01

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa

50.915.727.000

5.4.02.05.01.0001

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa

50.915.727.000

Jumlah Belanja

685.569.241.298

Total Surplus/(Defisit)

(79.168.534.916)

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 80.835.201.585
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 68.775.634.801
6.1.01.05 Penghematan Belanja 68.775.634.801
6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 68.775.634.801
6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 68.775.634.801
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 12.059.566.784
6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 12.059.566.784
6.1.05.06.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 12.059.566.784
6.1.05.06.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 12.059.566.784

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

80.835.201.585

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.666.666.669
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.166.666.669
6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat 1.166.666.669
6.2.03.01.02 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman 1.166.666.669

Dalam Negeri-Jangka Panjang

6.2.03.01.02.0001

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Panjang

1.166.666.669

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 500.000.000
6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 500.000.000
6.2.04.06.02 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 500.000.000
6.2.04.06.02.0001 Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat 500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.666.666.669

Pembiayaan Netto 79.168.534.916

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0
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